
FINAL OUTCOME

INDIKATOR

INDIKATOR

INTERMEDIATE 

OUTCOME

Meningkatnya Pengembangan 

Sistem dan Pengelolaan 

Persampahan Regional

Terselesaikannya sengketa tanah 

garapan

Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan 

Tanah untuk Kepentingan Umum

Meningkatnya Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati 

Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan 

Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Meningkatnya Penghargaan 

Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Meningkatnya Penanganan Pengaduan 

Lingkungan Hidup

INDIKATOR 

Indikator kinerja:

Persentase jumlah TPS 3R (%)

Cakupan Rumah Tangga 

dengan Akses Sanitasi Aman 

(IUP) (%)

Persentase warga negara 

yang memperoleh layanan 

pengolahan air limbah 

domestik (SPM) (%)

Persentase Rusunawa yang 

dikelola dengan baik (%)

Persentase warga negara 

korban bencana yang 

memperoleh rumah layak huni 

(SPM) (%)

Persentase warga negara yang 

terkena relokasi akibat program 

pemerintah daerah yang 

memperoleh fasilitas penyediaan 

rumah yang layak huni (SPM) 

(%)

Persentase rumah tangga 

dengan akses hunian layak (%)

Persentase kepemilikan rumah 

terhadap jumlah kepala keluarga 

(%)

Persentase penanganan 

rumah tidak layak huni (%)

Persentase kawasan 

permukiman kumuh dibawah 

10 ha di Kabupaten yang 

ditangani (%)

Persentase Reforma Agraria yang 

Difasilitasi (%)

Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan 

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 

(%)

Persentase dokumen perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup (%)

Indeks Kualitas Lahan 

(IKL) (Angka)

Persentase titik pemantauan 

kualitas udara ambien di Kab 

Temanggung (%)

Persentase titik 

pemantauan kualitas air 

permukaan di Kab 

Temanggung (%)

Luas Lahan kritis 

tertangani (Ha)

Persentase sumber mata air yang 

dilindungi dan dikelola (%)

Indikator Kinerja :

Persentase RTH publik kabupaten yang 

terpelihara (%)

Persentase pembinaan usaha dan/atau 

kegiatan yang berpotensi menimbulkan 

pencemaran udara  (%)

Persentase pembinaan usaha dan/atau 

kegiatan yang berpotensi menimbulkan 

pencemaran air  (%)

Persentase Pembinaan dan 

Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang 

memiliki Dokumen Lingkungan 

Hidup (%)

Indikator Kinerja :

Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan (%)

Indikator Kinerja :

Persentase penghargaan bidang 

lingkungan hidup (%)

Indikator Kinerja :

Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya 

dugaan pencemaran dan atau perusakan 

lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

1. Timbulan Sampah Terolah di 

Fasilitas Pengolahan Sampah (%)

Cakupan Layanan Persampahan (%) Persentase sampah yang terkelola (%)

IMMEDIATE 

OUTCOME

Terlaksananya pembangunan 

sarana prasarana pengelolaan 

persampahan 

Terlaksananya pembinaan 

pengelolaan rumah susun 

umum dan/atau rumah 

khusus

Terlaksananya fasilitasi penyelesaian 

sengketa tanah garapan

Terlaksananya Koordinasi Pengadaan 

Tanah di W ilayah Kabupaten/Kota

 Penyusunan Dokumen Informasi 

Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Daerah (DIKPLHD) 

Terlaksananya 

Pencegahan 

Pencemaran dan/atau 

Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 

Pencegahan Pencemaran 

dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 

Pencegahan 

Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan 

Hidup Kabupaten/Kota

Terlaksananya pengelolaan 

keanekaragaman hayati 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, 

dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga 

pendidikan

Terfasilitasinya pemberian penghargaan 

lingkungan hidup tingkat daerah 

Kabupaten/Kota

Penyelesaian pengaduan masyarakat di 

bidang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

INDIKATOR

Kapasitas TPA/TPST/SPA/ TPS3R 

yang dibangun (Ton/hari)

Jumlah Dokumen Pemanfaatan 

Rumah Susun Umum dan/atau 

Rumah Khusus (Dokumen)

Jumlah Dokumen Data Rumah 

di Lokasi Rawan Bencana 

Kabupaten/ Kota (Dokumen)

Jumlah Dokumen Data Rumah di 

Lokasi yang Berpotensi Terkena 

Relokasi Program 

Kabupaten/Kota (Dokumen)

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 

yang Diperbaiki (Unit Rumah)

Jumlah Dokumen 

Kesepakatan Kerja Sama 

dalam Perbaikan Rumah 

Tidak Layak Huni Beserta 

PSU (Dokumen)

Jumlah sengketa tanah garapan yang 

terfasilitasi

Indikator Kinerja:

Jumlah Koordinasi Pengadaan Tanah di 

Wilayah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja

Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang 

telah Mengakomodir RPPLH 

Kabupaten/Kota (Dokumen)

Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD 

Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)

Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata 

Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun 

(Dokumen)

Jumlah Dokumen Uji 

Kualitas Lingkungan 

Hidup Dilaksanakan 

Terhadap Media Tanah, 

Air, Udara, dan Laut 

(Dokumen)

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Inventarisasi Gas Rumah 

Kaca dari Sektor Lingkungan 

Hidup yang Dilaksanakan 

(Dokumen)

Jumlah pengujian yang 

dilaksanakan oleh 

laboratorium lingkungan 

(Dokumen)

Luas RTH yang Dikelola Lingkup 

Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)

Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga 

masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat 

kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)

Jumlah Masyarakat/Lembaga 

Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia 

Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai 

Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)

Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran 

dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat 

Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola 

(Pengaduan)

Jumlah Masyarakat, Kelompok 

Masyarakat atau Para Pihak Lainnya 

yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan 

Pengelolaan Sampah Berbasis 

Masyarakat (Kelompok)

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Penanganan Sampah untuk Kegiatan 

Pemilahan, Pengumpulan, 

Pengangkutan, Pengolahan, dan 

Pemrosesan Akhir (Unit)

Jumlah sampah yang tertangani melalui proses 

pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi 

pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, 

PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, 

biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya 

sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)

Jumlah sampah yang tertangani melalui 

pemrosesan akhir sampah di 

TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST 

Regional (Ton)

OUTPUT
Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-

3R

Terlaksananya Penatausahaan 

Pemanfaatan Rumah Susun 

Umum dan/atau Rumah 

Khusus

Tersusunnya Dokumen Data 

Rumah di Lokasi Rawan 

Bencana Kabupaten/Kota

Tersusunnya Dokumen Data 

Rumah di Lokasi yang 

Berpotensi Terkena Relokasi 

Program Kabupaten/Kota

Terlaksananya Perbaikan 

Rumah Tidak Layak Huni

Terlaksananya Kerja Sama 

Perbaikan Rumah Tidak 

Layak Huni Beserta PSU

Terlaksananya mediasi penyelesaian 

kasus sengketa dan konflik tanah 

garapan dalam 1 (satu) daerah 

kabupaten/kota

Terlaksananya Koordinasi Teknis 

Pengadaan Tanah di W ilayah 

Kabupaten/Kota

Penyusunan Dokumen Telaahan 

Kebijakan yang Telah Mengakomodir 

RPPLH Kabupaten/Kota 

Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD 

Kabupaten/Kota

Tersusunnya KLHS Rencana Tata 

Ruang Kabupaten/Kota

Tersusunnya 

Dokumen Uji Kualitas 

Lingkungan Hidup 

Dilaksanakan 

Terhadap Media 

Tanah, Air, Udara, dan 

Laut

Terlaksananya Koordinasi, 

Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan 

Pengendalian Emisi Gas 

Rumah Kaca, Mitigasi dan 

Adaptasi Perubahan Iklim

Terlaksananya 

pengujian di 

laboratorium 

lingkungan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang 

Dikelola

Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan 

formal/lembaga masyarakat/ komunitas/kelompok 

masyarakat  yang peduli dan berbudaya lingkungan 

hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di 

kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan 

Kompetensi SDM nya

Terlaksananya Penilaian Kinerja 

Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia 

Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi 

dalam Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup

Pengelolaan pengaduan permasalahan 

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 

Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola

Meningkatnya Pemahaman, 

Kesadaran, Kepedulian, dan 

Peran Aktif Masyarakat dan Para 

Pihak Lainnya dalam Pengelolaan 

Sampah

Tersedianya Sarana dan Prasarana 

Penanganan Sampah untuk 

Kegiatan Pemilahan, 

Pengumpulan, Pengangkutan, 

Pengolahan, dan Pemrosesan 

Akhir

Sampah yang tertangani melalui proses 

pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi 

pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, 

PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan,  

biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya 

sesuai dengan peraturan perundangan

Sampah yang tertangani melalui 

pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST 

kabupaten/kota atau TPA/TPST 

Regional

INDIKATOR

Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R 

yang dibangun (Ton/hari)

Jumlah Dokumen Pemanfaatan 

Rumah Susun Umum dan/atau 

Rumah Khusus (Dokumen)

Indikator Kinerja: 

Jumlah Dokumen Data Rumah 

di Lokasi Rawan Bencana 

Kabupaten/ Kota (Dokumen)

Indikator Kinerja: 

Jumlah Dokumen Data Rumah di 

Lokasi yang Berpotensi Terkena 

Relokasi Program 

Kabupaten/Kota (Dokumen)

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 

yang Diperbaiki (Unit Rumah)

Jumlah Dokumen 

Kesepakatan Kerja Sama 

dalam Perbaikan Rumah 

Tidak Layak Huni Beserta 

PSU (Dokumen)

Jumlah berita acara mediasi penyelesaian 

kasus sengketa dan konflik tanah garapan 

dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota (Berita 

Acara)

Jumlah berita acara Koordinasi Teknis 

Pengadaan Tanah di Wilayah 

Kabupaten/Kota (Dokumen)

Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang 

Telah Mengakomodir RPPLH 

Kabupaten/Kota (Dokumen)

Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD 

Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)

Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata 

Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun 

(Dokumen)

Jumlah Dokumen Uji 

Kualitas Lingkungan 

Hidup Dilaksanakan 

Terhadap Media Tanah, 

Air, Udara, dan Laut 

(Dokumen)

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Inventarisasi Gas Rumah 

Kaca dari Sektor Lingkungan 

Hidup yang Dilaksanakan 

(Dokumen)

Jumlah pengujian yang 

dilaksanakan oleh 

laboratorium lingkungan 

(Dokumen)

Luas RTH yang Dikelola Lingkup 

Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)

Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga 

masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat 

kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)

Jumlah Masyarakat/Lembaga 

Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia 

Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai 

Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)

Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran 

dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat 

Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola 

(Pengaduan)

Jumlah Masyarakat, Kelompok 

Masyarakat atau Para Pihak Lainnya 

yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan 

Pengelolaan Sampah Berbasis 

Masyarakat (Kelompok)

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Penanganan Sampah untuk Kegiatan 

Pemilahan, Pengumpulan, 

Pengangkutan, Pengolahan, dan 

Pemrosesan Akhir (Unit)

Jumlah sampah yang tertangani melalui proses 

pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi 

pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, 

PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, 

biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya 

sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)

Jumlah sampah yang tertangani melalui 

pemrosesan akhir sampah di 

TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST 

Regional (Ton)

CROSSCUTTING BPBD DINAS SOSIAL, BAZNAS BAPPEDA DPUPR DKPPP

Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  yang diawasi

Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup kabupaten/kota

Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PPLH)

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Temanggung yang telah 

memiliki dokumen lingkungan baik SPPL, UKL-UPL, maupun AMDAL yang wewenangnya berada di Pemerintah 

Kabupaten Temanggung

Penurunan Emisi GRK (IUP)

Terlaksananya pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah 

korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota

Meningkatnya Kawasan Permukiman

Terlaksananya pembangunan rumah tidak layak huni menjadi layak huni

Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup

Terlaksananya Pengelolaan Sampah

Meningkatnya Pengelolaan Persampahan

Persentase penyelenggaraan infrastruktur kew ilayahan urusan perumahan dan kaw asan permukiman

Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Udara (IKU)

POHON KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2025-2029

Belum optimalnya penyelenggaraan infrastrukur kewilayahan dalam mewujudkan perumahan dan permukiman layak huni

Keberlanjutan Lingkungan Hidup

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

ISU STRATEGIS

Meningkatnya penyelenggaraan infrastrukur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman serta ketahanan terhadap perubahan iklim

Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air 

Limbah
Meningkatnya Hunian Layak

Terlaksananya pembangunan untuk pengelolaan sistem air 

limbah domestik

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim

DINDIKPORA

KANTOR KEMENAG 

Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan 

dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup  (%)

Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun 

Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan 

Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 

(Sepuluh) Ha

DINAS KESEHATAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Indikator Kinerja :

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat 

Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun 

(MÂ³/Hari)

umlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar 

individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan 

setempat anaerob (yang dapatberupa tangki septik dengan 

pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan 

setempat aerob. (Rumah Tangga)

Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang 

menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)

Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan 

Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 

(Unit)

Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang 

menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)

Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)

Tersedianya Unit pengolahan setempat
Kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi 

kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan

Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)

Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan 

Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 

(Unit)


